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 Digital transformation in public sector financial management has become an essential 

strategy for enhancing transparency and accountability. This study aims to analyze the 

implementation of an information technology-based cash receipts system and its 

contribution to supporting financial transparency and accountability at the Kupang 

Religious High Court. The research employed a qualitative case study approach. Data 
were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation 

involving personnel responsible for financial management. Data analysis was conducted 

using thematic coding, including open coding, axial coding, and selective coding, to 

identify key themes emerging from the findings. The results indicate that the 

implementation of a technology-based cash receipts system strengthens internal control 
mechanisms, improves administrative and transaction documentation practices, 

enhances accessibility to financial information, and supports public information 

disclosure. Furthermore, the utilization of information technology facilitates a clearer 

segregation of duties and responsibilities in cash management processes, thereby 

improving institutional accountability. The findings demonstrate that the digital 
transformation of the cash receipts system plays a significant role in promoting financial 

transparency and accountability through reliable information reporting, effective 

monitoring, and more open communication with stakeholders and the public. 

Abstrak 

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sektor publik menjadi kebutuhan 

penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis implementasi sistem penerimaan kas berbasis teknologi 

informasi serta kontribusinya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas 

keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. 

Analisis data dilakukan menggunakan teknik thematic coding melalui tahapan open 

coding, axial coding, dan selective coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang 

muncul dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem 

penerimaan kas berbasis teknologi informasi mampu memperkuat pengendalian 
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internal, meningkatkan ketertiban administrasi dan dokumentasi transaksi, memperluas 

akses informasi keuangan, serta mendukung keterbukaan informasi kepada publik. 

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi membantu memperjelas pembagian tugas 

dan tanggung jawab dalam proses pengelolaan kas sehingga meningkatkan akuntabilitas 

lembaga. Temuan penelitian menegaskan bahwa transformasi digital sistem penerimaan 

kas berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan 

melalui penyajian informasi yang andal, pengawasan yang efektif, serta komunikasi yang 

lebih terbuka dengan masyarakat. 
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Pendahuluan 
Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama reformasi tata kelola organisasi 

sektor publik dalam beberapa dekade terakhir. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi hanya 

berfungsi sebagai sarana pendukung administrasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen 

strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. 

Dalam konteks pemerintahan modern, digitalisasi dipandang sebagai mekanisme penting untuk 

mempercepat proses kerja, memperluas akses informasi, memperkuat pengawasan publik, serta 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara (Khan et al., 2021; Hochstetter et 

al., 2023). Dalam pengelolaan keuangan, transparansi merupakan prinsip yang menuntut keterbukaan 

informasi sehingga setiap aktivitas keuangan dapat diketahui, dipahami, dan dipertanggungjawabkan 

kepada para pemangku kepentingan. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap lembaga serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan 

(Androniceanu, 2021; Sari & Muslim, 2023). 

Salah satu komponen penting dalam sistem keuangan organisasi adalah sistem penerimaan kas. 

Kas merupakan aset yang paling likuid sehingga memiliki tingkat risiko penyalahgunaan yang lebih 

tinggi dibandingkan aset lainnya. Oleh karena itu, organisasi memerlukan sistem penerimaan kas yang 

mampu menjamin keamanan aset, ketepatan pencatatan transaksi, serta penyediaan informasi 

keuangan yang andal. Menurut Mulyadi (2016), sistem penerimaan kas yang efektif harus didukung 

oleh prosedur yang jelas, dokumentasi yang memadai, pemisahan fungsi, dan pengendalian internal 

yang mampu meminimalkan risiko kesalahan maupun kecurangan. Hal ini sejalan dengan temuan 

Pertiwi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang 

memadai dapat membantu organisasi dalam mengelola, mencatat, memproses, dan mengawasi 

transaksi penerimaan kas secara lebih tertib sehingga mendukung efektivitas pengendalian internal. 

Perkembangan teknologi informasi mendorong banyak organisasi beralih dari sistem 

pencatatan manual menuju sistem informasi akuntansi berbasis digital. Digitalisasi sistem penerimaan 
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kas memungkinkan proses pencatatan transaksi dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan 

terdokumentasi dengan baik. Selain meningkatkan efisiensi operasional, penerapan teknologi 

informasi juga mampu memperkuat pengendalian internal melalui jejak audit (audit trail), pembatasan 

akses pengguna, otorisasi transaksi, dan integrasi data keuangan secara lebih real time. Romney dan 

Steinbart (2018) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat 

meningkatkan kualitas informasi keuangan melalui proses pengolahan data yang lebih efektif, akurat, 

dan relevan bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks sektor publik, digitalisasi akuntansi juga 

dinilai mampu memperkuat keterbukaan informasi keuangan, mempercepat penyajian laporan, dan 

meningkatkan akuntabilitas lembaga kepada publik (Sari & Muslim, 2023; Lestari, 2025). 

Meskipun demikian, implementasi sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi masih 

menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan integrasi 

sistem, lemahnya kontrol akses, kualitas infrastruktur digital yang belum merata, serta rendahnya 

kompetensi pengguna dapat mengurangi efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam 

mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan (Khan et al., 2021; Sari & Muslim, 2023; Pertiwi 

et al., 2024). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik tidak secara otomatis 

menghasilkan tata kelola yang transparan apabila tidak disertai standar prosedur, pengendalian 

internal, keamanan data, dan komitmen organisasi yang kuat (Matheus et al., 2021; Hochstetter et al., 

2023). Sebagian besar penelitian terdahulu juga lebih banyak membahas hubungan umum antara 

transformasi digital dan kualitas pelaporan keuangan, sedangkan kajian yang secara khusus 

menganalisis kontribusi sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi terhadap transparansi 

dan akuntabilitas keuangan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan 

penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada organisasi sektor publik. 

Pengadilan Tinggi Agama Kupang merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki 

komitmen untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, profesional, dan akuntabel. 

Komitmen tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting 

negara demokratis serta sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 

negara. Dalam lingkungan peradilan, prinsip keterbukaan informasi juga diperkuat melalui kebijakan 

Mahkamah Agung mengenai standar pelayanan informasi publik di pengadilan, termasuk penyediaan 

informasi yang cepat, akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 

2008; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Dalam pengelolaan keuangan, sistem 

penerimaan kas memegang peranan penting karena berkaitan langsung dengan pencatatan transaksi, 

pengendalian internal, dan penyajian informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh 

karena itu, efektivitas penerapan sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi menjadi faktor 

penting dalam mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga. 

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis transformasi digital sistem penerimaan 

kas dengan mengintegrasikan perspektif sistem informasi akuntansi, transparansi keuangan, 

akuntabilitas, dan pengendalian internal pada lembaga peradilan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti 

aspek efisiensi penggunaan teknologi informasi, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana sistem tersebut 

berkontribusi terhadap peningkatan keterbukaan informasi, keandalan pencatatan transaksi, 

efektivitas pengawasan internal, serta pertanggungjawaban keuangan organisasi. Berdasarkan uraian 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital sistem penerimaan kas dalam 

mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. 

Penelitian ini penting dilakukan karena hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris 
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bagi penguatan tata kelola keuangan sektor publik, khususnya dalam membangun sistem penerimaan 

kas yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi digital. 

 

Metode 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis 

transformasi digital sistem penerimaan kas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas 

keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian 

berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses, praktik, dan mekanisme pengelolaan 

penerimaan kas berbasis teknologi informasi dalam konteks organisasi sektor publik. Penelitian 

dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan I, 

Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Pengumpulan data dilakukan selama periode Desember 2025 hingga Maret 2026. 

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam 

pengelolaan keuangan, yaitu Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan serta Kepala Subbagian 

Program dan Anggaran. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan 

bahwa kedua informan memiliki pengetahuan dan tanggung jawab yang relevan terhadap sistem 

penerimaan kas berbasis teknologi informasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen organisasi, 

laporan keuangan, prosedur operasional, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem 

informasi akuntansi, transparansi keuangan, dan pengendalian internal. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk 

menggali informasi mengenai proses penerimaan kas, pemanfaatan teknologi informasi, mekanisme 

pengendalian internal, serta praktik transparansi keuangan. Observasi dilakukan untuk memahami 

pelaksanaan sistem penerimaan kas dalam lingkungan kerja organisasi, sedangkan dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian. 

Analisis data dilakukan menggunakan teknik thematic coding yang meliputi empat tahapan, 

yaitu open coding, axial coding, selective coding, dan penarikan tema utama. Pada tahap open coding, 

data hasil wawancara diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan konsep-konsep yang muncul. 

Tahap axial coding dilakukan untuk menghubungkan kategori-kategori yang memiliki keterkaitan 

makna. Selanjutnya, selective coding digunakan untuk mengintegrasikan kategori-kategori utama 

sehingga membentuk tema penelitian yang lebih komprehensif. Tahap akhir dilakukan dengan 

menginterpretasikan tema-tema yang terbentuk untuk menjelaskan peran transformasi digital sistem 

penerimaan kas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Untuk meningkatkan 

validitas temuan, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan 

membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui proses tersebut, hasil 

penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai implementasi sistem 

penerimaan kas berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

1. Pengendalian Internal melalui Ketepatan Waktu Penyetoran Kas 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kas pada Pengadilan Tinggi Agama 

Kupang diwajibkan untuk segera disetorkan ke bank sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut 

diawasi oleh bendahara penerimaan dan bagian keuangan sehingga setiap transaksi dapat dipantau 

mulai dari penerimaan hingga penyetoran. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem penerimaan kas 
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berbasis teknologi informasi telah mendukung disiplin pengelolaan kas dan memperkuat 

pengendalian internal organisasi. Menurut Mulyadi (2016), salah satu unsur penting dalam sistem 

penerimaan kas adalah penyetoran kas secara tepat waktu untuk mengurangi risiko penyalahgunaan 

aset. Ketepatan waktu penyetoran juga merupakan bagian dari aktivitas pengendalian sebagaimana 

dijelaskan dalam kerangka COSO (2013), yang menekankan pentingnya prosedur pengawasan dalam 

menjaga keamanan aset organisasi. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Yang (2024) yang menemukan bahwa 

digitalisasi sistem keuangan mampu meningkatkan pengawasan transaksi dan meminimalkan 

keterlambatan pelaporan keuangan. Penelitian Du (2024) juga menunjukkan bahwa integrasi 

teknologi informasi dalam sistem keuangan meningkatkan kemampuan organisasi dalam memonitor 

transaksi secara real-time sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan 

demikian, ketepatan waktu penyetoran kas tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administrasi, tetapi 

juga menjadi mekanisme pengendalian yang berkontribusi terhadap transparansi pengelolaan 

keuangan. 

 

2. Kelengkapan Bukti Transaksi sebagai Sarana Akuntabilitas 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penerimaan kas didukung oleh dokumen yang 

lengkap, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Bukti transaksi tersebut digunakan sebagai dasar 

pencatatan, verifikasi, dan audit sehingga seluruh transaksi dapat ditelusuri kembali apabila 

diperlukan. Menurut Romney dan Steinbart (2018), dokumentasi transaksi merupakan komponen 

utama dalam sistem informasi akuntansi karena berfungsi sebagai sumber data yang menjamin 

validitas dan reliabilitas informasi keuangan. Keberadaan bukti transaksi yang lengkap juga 

mendukung terciptanya audit trail yang memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan secara lebih 

efektif. 

Temuan ini mendukung penelitian Inggriani (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pencatatan transaksi mampu meningkatkan akurasi data dan mengurangi 

risiko kehilangan dokumen. Penelitian Alassuli (2025) juga menemukan bahwa organisasi yang 

menerapkan dokumentasi digital memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dibandingkan 

organisasi yang masih menggunakan sistem manual. Dengan adanya bukti transaksi yang lengkap dan 

terdokumentasi secara sistematis, Pengadilan Tinggi Agama Kupang mampu meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan penerimaan kas serta memperkuat kepercayaan terhadap informasi 

keuangan yang dihasilkan. 

 

3. Pemisahan Fungsi sebagai Upaya Pencegahan Risiko Kecurangan 
Penelitian menemukan bahwa terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara pihak yang 

menerima kas, melakukan pencatatan, dan melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan. 

Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan yang 

dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa pemisahan 

fungsi merupakan unsur utama dalam pengendalian internal yang efektif. Seseorang yang menerima 

kas seharusnya tidak memiliki kewenangan penuh untuk mencatat dan mengotorisasi transaksi yang 

sama karena dapat meningkatkan risiko fraud. 

Temuan ini konsisten dengan penelitian COSO (2013) yang menegaskan bahwa segregasi tugas 

merupakan salah satu aktivitas pengendalian yang paling efektif dalam mencegah kesalahan maupun 

penyalahgunaan aset. Hasil penelitian juga mendukung temuan Yang (2024) yang menunjukkan 

bahwa organisasi dengan pemisahan fungsi yang jelas memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik 
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dibandingkan organisasi yang belum menerapkan pengendalian internal secara memadai. Oleh 

karena itu, pemisahan fungsi dalam sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi berperan 

penting dalam menjaga integritas proses keuangan organisasi. 

 

4. Aksesibilitas Informasi sebagai Wujud Transparansi Keuangan 
Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan melalui 

berbagai media yang disediakan institusi, terutama melalui website resmi dan sarana informasi 

lainnya. Selain itu, institusi berupaya menyajikan informasi secara sederhana sehingga dapat dipahami 

oleh masyarakat umum. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi keuangan ditunjukkan oleh 

kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik. 

Informasi yang tersedia harus mudah diakses, mudah dipahami, dan disampaikan tepat waktu. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Du (2024) yang menemukan bahwa penggunaan platform 

digital mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi keuangan pemerintah. Penelitian 

Alassuli (2025) juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi 

memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan publik. 

 

5. Keandalan Informasi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan telah disusun 

berdasarkan bukti transaksi yang sah dan mengikuti standar yang berlaku sehingga informasi yang 

dihasilkan dianggap cukup akurat dan dapat dipercaya. Menurut Romney dan Steinbart (2018), 

kualitas sistem informasi akuntansi dapat diukur dari kemampuan sistem menghasilkan informasi 

yang relevan, andal, akurat, dan tepat waktu. Informasi yang memenuhi karakteristik tersebut akan 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat akuntabilitas organisasi. 

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Alassuli (2025) yang menyatakan bahwa kualitas 

informasi keuangan yang tinggi memiliki hubungan positif dengan tingkat transparansi organisasi. 

Hasil penelitian juga sejalan dengan Du (2024) yang menemukan bahwa keandalan informasi 

keuangan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap 

institusi publik. Keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem penerimaan kas berbasis 

teknologi informasi menunjukkan bahwa transformasi digital dapat mendukung peningkatan kualitas 

tata kelola keuangan organisasi. 

 

6. Partisipasi Publik melalui Komunikasi Dua Arah 
Penelitian menemukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang menyediakan berbagai 

mekanisme komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun 

saran terkait pengelolaan keuangan. Saluran komunikasi tersebut dilakukan melalui forum resmi, 

layanan informasi, dan media komunikasi lainnya. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi tidak 

hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. Komunikasi dua arah memungkinkan terjadinya 

pertukaran informasi yang lebih efektif antara organisasi dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian Inggriani (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh positif terhadap 

peningkatan akuntabilitas organisasi sektor publik. Hasil penelitian juga mendukung Alassuli (2025) 

yang menemukan bahwa organisasi yang membuka ruang komunikasi dengan masyarakat cenderung 

memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, partisipasi publik melalui 
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komunikasi dua arah menjadi elemen penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan penerimaan kas. 

 

Kesimpulan  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem penerimaan kas berbasis teknologi 

informasi telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan lembaga. 

Transformasi digital mendukung pengendalian internal melalui ketepatan waktu penyetoran kas, 

kelengkapan bukti transaksi, serta pemisahan fungsi yang jelas antara pihak yang menerima, mencatat, 

dan mengawasi penerimaan kas. Selain itu, sistem berbasis teknologi informasi juga meningkatkan 

transparansi keuangan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, penyajian informasi yang 

jujur dan dapat dipercaya, serta tersedianya mekanisme komunikasi dua arah antara institusi dan 

masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan informasi keuangan disajikan secara 

lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik sehingga mendukung akuntabilitas pengelolaan 

keuangan. 

Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Tinggi Agama Kupang disarankan untuk terus 

mengembangkan sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi yang lebih terintegrasi agar 

proses pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

Selain itu, penguatan pengendalian internal perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pemisahan 

tugas yang jelas, peningkatan pengawasan terhadap penyetoran kas, serta optimalisasi dokumentasi 

transaksi, baik dalam bentuk digital maupun fisik. Transparansi informasi keuangan juga perlu 

ditingkatkan melalui pemanfaatan website resmi dan platform informasi publik lainnya agar 

masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan akurat. Di samping itu, 

komunikasi dua arah dengan masyarakat perlu dioptimalkan melalui penyediaan saluran pengaduan, 

forum konsultasi, dan media komunikasi digital. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk 

memperluas objek penelitian pada lembaga peradilan atau instansi pemerintah lainnya serta 

melibatkan informan yang lebih beragam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan sektor publik. 
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